BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemabhasan
mengenai Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Pengelolan dan
Penerapan Tarif Parkir di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten
Musi Rawas, maka penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan dan Penerapan Tarif Parkir di Rumah
Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui
kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
dengan PT Prima putra jaya sebagai pihak ketiga yang
mengelola operasional parkir. dinas perhubungan berperan
dalam pengawasan, pembinaan dan monitoring, sedangkan PT
Prima putra jaya bertugas mengelola pelayanan parkir,
mengatur juru parkir, serta mengelola penerimaan parkir.
Pembagian hasil pengelolaan parkir dilakukan dengan
ketentuan 30% disetorkan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas sebagai Pendapatan Asli Daerah
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(PAD), sedangkan 70% menjadi bagian PT Prima putra jaya
digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pembayaran
gaji juru parkir, pemeliharaan, dan pengelolaan layanan parkir.
Penerapan tarif parkir telah mengacu pada Peraturan Daerah
Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2024 tentang tata cara
pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, sehingga tarif
yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak
ditentukan secara sepihak oleh pengelola parkir. secara umum,
namun diperlukan peningkatan pengawasan dan transparasi
agar pelayanan parkir lebih tertib dan optimal.

2. Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
terhadap pengelolaan dan penerapan tarif parkir di Rumah
Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan
melalui adanya kerja sama vyang jelas antara Dinas
Perhubungan kabupaten musi rawas dengan PT Prima putra
jaya, termasuk pembagian kewenangan dan hasil pengelolaan
parkir. Namun, dalam pelaksanaannya trasnparasi kepada
masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait

penyampaian informasi mengenai tarif parkir, pengguna
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karcis, serta mekanisme pengelolaan pendapatan parkir.
keterbukaan mengenai sistem pembagian hasil antara
pemerintah daerah dan pihak pengelola juga menjadi bagian
penting agar masyarakat mengetahui bahwa sebagian
pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya transparasi
yang lebih baik, pengelolaan parkri dapat berjalan lebih
akuntabel, memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa
parkir, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan parkir dan pemerintah daerah.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas,
maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas PerhubunganKabupaten Musi Rawas dan Pihak
pengelola parkir PT Prima putra jaya, diharapkan dapat
meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi
terhadap sistem pengelolaan parkir agar berjalan sesuai
dengan perjanjian kerja sama yang ditetapkan. Transparasi
dalam pengelolaan parkir perlu lebih ditingkatkan, terutama

terkait mekanisme pengelolaan, pe,bagian hasil, dan
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penerapan tarif parkir kepada masyarakat. Selain itu, pihak
pengelola diharapkan terus menerapkan prinsip Hukum
Ekonomi Syariah seperti keadilan, amanah, tanggungjawab
dan menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam
meberikan pelayanan parkir.

. Bagi Pengguna Jasa Parkir atau Masyarakat diharapkan
dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam
menggunakan fasilitas parkir, yaitu dengan membayar tarif
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta
meminta informasi  apabila terdapat ketidakjelasan
mengenai tarif maupun pelayanan parkir. masyarakat juga
diharapkan ikut berperan dalam menciptakan pengelolaan
parkir yang tertib dengan menjaga fasilitas yang disediakan,
menaati aturan parkir, dan memberikan kritik maupun saran
yang membangun kepada pihak pengelola apabila
ditemukan kekurangan dalam pelayanan. Dengan adanya
kerja sama antara masyarakat dan pengelola parkir,
diharapkan tercipta sistem pelayanan parkir yang lebih

transparan, aman, nyaman, serta sesuai dengan prinsip
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keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi

Syariah.
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